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PUTUSAN
Nomor 2038/Pdt.G/2024/PA.Gs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara “CERAI TALAK” antara:
PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta
(Karyawan PT. GRI), tempat kediaman di Dusun Sidoraharjo,
RT 01 RW 06, Desa Sidoraharjo, Kecamatan Kadamean,
Kabupaten Gresik sekarang berdomisili di Dusun Gading, RT
02 RW 06, Desa Sidoraharjo, Kecamatan Kadamean,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat kediaman di di Dusun Gading, RT 02
RW 06, Desa Sidoraharjo, Kecamatan Kadamean, Kabupaten
Gresik (rumah perninggalan orang tua Termohon jarak dengan
rumah orang tua Pemohon berkisar 100 meter), sebagai
Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 November
2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 2038/Pdt.G/2024/PA.Gs,
tanggal 18 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
pada tanggal 2 Juli 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Kadamean, Kabupaten Gresik, sebagaimana

kutipan akta nikah Nomor: 253/05/VI11/2013 tanggal 2 Juli 2013;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon
berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal
bersama terakhir dirumah peninggalan orang tua Termohon dengan alamat
di Dusun Gading, RT 02 RW 06, Desa Sidoraharjo, Kecamatan Kadamean,
Kabupaten Gresik, selama 11 tahun;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon sudah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah
dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Moris Berlian Hiwana Zera Callysta
lahir di Gresik 16 Januari 2014 (umur 10 tahun 10 bulan) NIK
3525085601140001, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan
Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;

b. Termohon tidak taat kepada Pemohon, salah satunya Termohon ingin
membeli tanah dan Pemohon tidak memperbolehkan tetapi Termohon
masih tetap membeli tanah tersebut;

¢c. Termohon dan Pemohon sudah tidak berhubungan suami istri sejak
bulan Maret 2024;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan
September 2024 yang akibatnya Pemohon pamit pulang ke rumah orang
tuanya sendiri dengan alamat Dusun Gading, RT 02 RW 06, Desa
Sidoraharjo, Kecamatan Kadamean, Kabupaten Gresik, jarak dengan
rumah peninggalan orang tua Termohon berkisar 100 meter, hingga
sekarang berpisah tempat tinggal selama 2 bulan kurang lebih 6 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Termohon dan Pemohon sudah
tidak pernah saling berkunjung;
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8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-
baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun
usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan
lebih baik bercerai dengan Termohon;

10.Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Gresik Cg. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Gresik;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir
dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil
secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya,
dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah
menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses

mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Him.3 dari 7 hlm. Putusan No.2038/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena
ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam
setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun
kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam
persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan
oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang
dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara
a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama,

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan
Termohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, dan perkawinan tersebut
hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai
legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk
hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan
tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh
karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130
HIR. junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 junctis Pasal 7 ayat
(1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;

2. Termohon tidak taat kepada Pemohon, salah satunya Termohon ingin
membeli tanah dan Pemohon tidak memperbolehkan tetapi Termohon
masih tetap membeli tanah tersebut;

3. Termohon dan Pemohon sudah tidak berhubungan suami istri sejak
bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang
merupakan penyempurnaan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah
Agama Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi : “ Hakim hendaknya
mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara
perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang
bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak
luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia
akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan
sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah
terbukti “;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi  Pengadilan
menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bahwa “ Perkara perceraian
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan
jika terbukti suamifistri bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat
tinggal selama minimal 6 bulan “ sehingga berbunyi sebagai berikut :
“ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suamifistri terjadi perselisihan dan
pertekaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6
(enam ) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon
melakukakn KDRT “;
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Menimbang, bahwa secara sosiologis , kondisi rumah tangga Pemohon
dan Termohon tersebut belum terbukti broken marriage | pecah karena antara
Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah dan sekitar 2 bulan yang lalu,
sehingga permohonan Pemohon tersebut masih prematur dan bertentangan
dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka permohonan Pemohon tidak beralasan, karenanya dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan
yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga Kini
dihitung sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9
Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. sebagai
Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan JAFAR M. NASER, S.H.I.,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI
HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
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Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 40.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Biaya SumpaRp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)
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